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ABSCTRACT 
 

Kemijen Area is one of sub districts in district Semarang Timur. Kemijen is area that have always getting flood 

and inundation (according to RTRW Kota Semarang 2012-2032) that occurs because of Kemijen are having two big rivers 

that alongside of the area there are Banger River and East Canal River. Until now inhabitant in the Kemijen sub district 

always have flood include inundation. According to Aprianto (2013);  Rosemarie and Merrel (2014) that much effort had 

taken in Kemijen, but it seems flood and inundation there are still hitting the area. The aims of this study are to find which 

the best way to involve inhabitant to maintain the garbage and to help inhabitant to produce a consensus that related with 

how inhabitant to manage and maintain the garbage. The approach in this study is using PRA (Participatory Rural 

Appraisal) that develop Robert Chambers. PRA is suitable to use in this study because method gives inhabitant an 

opportunity to identify and to resolve the problems that exist in the surrounding. They are two results of this study, the first 

is maintain the organic garbage by using Takakura Basket, and an-organic waste is recycle became used goods like bag, 

tissue place and another using good. The second is about sub district regulation that teaches community clean and healthy 

culture. 
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PENDAHULUAN 

 

Pembangunan masyarakat melalui 

pengelolaan sampah dan lingkungan dalam rangka 

penanganan banjir yang berperan adalah masyarakat 

dan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat berperan 

sebagai pihak yang memiliki informasi, memiliki 

keinginan untuk membangun lingkungannya, 

sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator 

yang memiliki modal atau dana dan menyusun 

rencana program untuk mewujudkan pembangunan 

masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pemerintah 

saat ini belum dapat membangun masyarakat dalam 

menerapkan pengelolaan sampah dan lingkungan, 

terutama dari segi teknis operasionalnya. Hal ini 

dapat diketahui dengan banyaknya timbulan sampah 

yang sampai saat ini belum ada proses pewadahan/ 

pemilahan yang benar, saat ini masyarakat hanya 

membuangnya di sungai dan lahan kosong (rawa-

rawa/blumbangan), serta tidak adanya 

pemindahan/pengangkutan dan pengolahan sampah 

di kawasan kemijen ini, mengakibatkan volume 

timbulan sampah semakin tidak terbendung dan 

tidak terkelola, yang akhirnya dapat menimbulkan 

permasalahan lingkungan di kawasan ini. 

Saat ini kendala utama pembangunan 

masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu masih 

rendahnya kualitas pemahaman masyarakat di 

kawasan ini, rendahnya kualitas masyarakat ini 

disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan 

masyarakat, masih rendahnya kehidupan ekonomi 

masyarakat, belum tercapainya kesejahteraan 

masyarakat. Dengan rendahnya kualitas hidup 

masyarakat mengakibatkan rendahnya kesadaran 

masyarakat. Masyarakat sebenarnya mempunyai 

kekuatan atau keberdayaan untuk dapat 

mewujudkan pembangunan masyarakat dalam 

pengelolaan sampah, kekuatan tersebut yaitu adanya 

hubungan kekerabatan yang cukup kuat antara 

masyarakat yang satu dengan yang lainnya. 

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai suatu 

proses keterlibatan masyarakat secara sadar dan 

nyata dalam serangkaian proses pembangunan 

mulai dari tingkat perencanaan (perumususan 

kebijakan) hingga pada tingkat pengendalian 

(pengawasan dan evaluasi) program pembangunan. 

Penanganan bahaya banjir tidak dilakukan oleh 

pemerintah saja tetapi juga oleh para pelaku lain 

seperti pihak swasta dan masyarakat. Pentingnya 

peran masyarakat dalam pengendalian daya rusak 

air seperti bahaya banjir telah mempunyai dukungan 

peraturan perundangan yaitu Undang-Undang No. 7 

tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Bab V, Pasal 

51 ayat 4).  

 

METODE 

 
Metode yang digunakan dalam studi ini 

adalah metode deskriptif kualitatif  dengan 

pendekatan rasionalistik. Metode deskriptif 

kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam 

Lexi J. Moleong (2002), mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptrif berupa kata – kata 

tertulis atau lisan dari perilaku  dan orang – orang 

yang diamati. Metodologi penelitian dengan 

pendekatan rasionalistik menuntut agar obyek yang 

diteliti tidak dilepaskan dari konteksnya, atau 

setidaknya objek diteliti dengan fokus tertentu, 

tetapi tidak mengeliminasi konteksnya.  

Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan metode pemberdayaan masyarakat 

yang dikembangkan oleh Robert Chambers (1994) 

yaitu metode PRA (Participatory Rural Appraisal) 

dimana dalam metode ini lebih banyak menekankan 

pada kemampuan masyarakat untuk mengenali 

wilayahnya dan menemukan solusi yang terbaik 

dalam penanganan masalah.  Dalam program 

pengabdian untuk masyarakat ini sasarannya berada 

pada 2 wilayah RW dengan rincian 4 RT. Adapun 

tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan ini, 

pertama melakukan observasi untuk memastikan 

wilayah sasaran. Selanjutnya dilakukan survey dan 

diskusi dengan pemerintah setempat dan masyarakat 

untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan 

penanganan banjir dan rob yang telah dilakukan 

oleh masyarakat secara mandiri dan hasilnya yang 

sudah didapatkan. Kemudian pada tahap berikutnya 

akan dilakukan penyepakatan solusi yang akan 

dilakukan dalam penanganan banjir dan rob. 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

HASIL 

A. Karakteristik Wilayah 

Terdapat 2 RW yang menjadi lokasi penelitian yaitu 

RW 7 dan RW 11. Pemilihan kedua lokasi tersebut 

dikarenakan kedua lokasi sama-sama berada 

dibantaran Kali Banger. Untuk RW 7 diapit oleh 

dua badan air yaitu Kali Banger dan Banjir Kanal 

Timur. Sehingga pemilihan lokasi ini dianggap akan 

mewakili wilayah kemijen untuk mengetahui proses 

pengelolaan sampah. RW 11 adalah salah satu RW 

di kelurahan Kemijen yang tepat berada di gerbang 

utama kelurahan Kemijen. Berada di tepi Kali 

Banger, sehingga RW 11 mempunyai jumlah RT 

sebanyak 7 (tujuh) buah.  

Berikut adalah gambaran wilayah 

Kelurahan Kemijen dan potensi serta permasalahan 

yang terdapat di RW 11 dan RW 7. 

 

 
Gambar 1. Peta Wilayah Kel Kemijen 

 

Secara keseluruhan baik RW 7 maupun RW 11 

mempunyai permasalahan yang hampir sama dalam 

hal pengelolaan sampahnya seperti yang terlihat 

pada peta dibawah. Permasalahan tersebut antara 

lain adalah  

 

 
Gambar 2. Peta Masalah RW 11 

 

 
Gambar 3. Peta Masalah RW 07 

 

B. Karakteristik Masyarakat 

 

Karakteristik Penduduk berdasarkan 

mata pencaharian 

Mata pencaharian warga rata-rata adalah 

sebagai buruh, baik buruh industri maupun buruh 

bangunan. Sebagai buruh mereka sangat bekerja 

keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Terkadang pernghasilan mereka masih belum 

mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari 

keluarganya. sebagaian besar masyarakat yang 

tinggal di Kelurahan Kemijen adalah masyarakat 

yang bermukim lebih dari 10 tahun lamanya. 

Mereka ada yang bermukim sejak lahir dan ada 

yang setelah menikah ikut dengan istri ataupun ikut 

dengan suaminya tinggal di Kelurahan Kemijen. 

 

 



Karakteristik Sosial Budaya 

Kegiatan rutin yang dilakukan Warga 

Kemijen adalah berupa pertemuan rutin RT, RW  

diadakan setiap bulan 1 kali agenda yang 

dijadwalkan masing-masing RT pada wilayah RW. 

Kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan berdasarkan 

kebutuhan warga. Kemudian rutin untuk ibu-ibu 

PKK, Karangtaruna, dan Pengajian dan tahlilan. 

Karakteristik Sosial Ekonomi 

Kemampuan ekonomi masyarakat di 

Kemijen, khususnya di kedua RW (07 dan 11) 

adalah sebagai buruh sehingga kebanyakan 

warganya bekerja sebagai kuli bangunan dan buruh 

pabrik, mereka kesulitan dalam membangun 

lingkungannya karena keterbatasan dana yang 

dimiliki dan keterbatasan pemahaman masyarakat 

tentang lingkungan yang bersih dan sehat. 

 

C. Pola Pengelolaan Sampah 

 

Menurut Undang Undang Nomor 18 tahun 

2008, tentang Pengelolaan sampah, dalam pasal (3), 

pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistimatis 

menyeluruh dan berkesinambungan  yang meliputi 

pengurangan  dan penangan sampah. Dalam amanah 

ini, disebutkan bahwa pengelolaan sampah 

diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab 

azas  berkelanjutan, asas mamfaat, asas keadilan. 

Asas kesadaran, kebersamaan, keselamatan, dan 

memiliki nilai ekonomi.   
Meningkatnya kemajuan pembangunan 

suatu kota, terutama pada bidang industri,  dan 

sektor perdagangan akan berkonsekensi terhadap 

aktivitas keseharian masyarakat  dalam  melakukan 

kegiatan hidupnya. Suka atau tidak suka aktivitas 

tersebut akan diiringi dengan timbulan sampah yang 

tidak terkendali yang diduga ditimbulkan dari 

kegiatan industri, perdagangan  maupun aktivitas 

warga, yang dapat menggangu kehidupan 

masyarakat, berupa timbulan sampah. Baik  berupa 

limbah padat domestik maupun limbah cair. 
Dalam pengelolaan sampah  kota agar tidak 

menimbulkan  dampak maka sangat 

diharapkan  peran aktif pemerintah kota dengan 

pelibatan masyarakat untuk turut peduli menjaga 

kebersihan lingkungan dengan tidak membuang 

sampah yang telah digunakan. Bahwa dengan 

kepedulian yang tinggi, menyeluruh  yang 

diiringi  seruan,  himbauan dan sosialisasi persuasif 

yang digagas pemerintah, dapat membuahkan hasil 

maksimal dalam penanganan pengelolaan sampah. 
Pengelolaan sampah yang efektif 

dan  efisien tentunya memerlukan siklus pendekatan 

menyeluruh,  mulai sumber, dari tingkat 

proses  produksi suatu kegiatan (barang dan 

jasa)  sampai pada akhir proses pengelolaannya, dan 

pengepakan, pengiriman dan akhir pemusnahannya 

melalui kebijakan Regulai “3 R” Reuse, 

Reduce dan Recyle. 
Sampah yang terdapat di kelurahan Kemijen 

khususnya di kedua RW ini sebagian besar terdiri 

dari sampah organik dan sampah an-organik. Untuk 

sampah organik terdapat dua cara pembaungan 

sampah yang dilakukan, yaitu dengan ditempatkan 

dikeranjang sampah untuk jenis sampah sayuran 

dan sejenisnya sedangkan sampah hasil dari 

pembersihan ikan akan dibuang di kali. Kemudian 

untuk sampah an-organik seperti kertas, dan 

sejenisnya akan dikumpulkan di bank sampah 

sedangkan sampah jenis (tampon) juga akan 

dibuang di Kali. Berikut adalah pola pengelolaan 

sampah di RW 07 dan RW 11 

 
 

Diagram 3. Pola Pengelolaan Sampah di 

Kemijen 

Berdasarkan diatas dapat diketahui bahwa, terdapat 

permasalahan yang menjadi akar dari pengelolaan 

sampah di RW 07 dan RW 11, yaitu adanya budaya 

dan mitos yang berkembang sehingga sebagian 

besar masyarakat masih membuang sampah di Kali 

Banger maupun di Banjir Kanal Timur. Selain itu 

ketiadaan TPS ataupun depo sampah membuat 

masyrakat membuang sampah pada lahan kosong 

yang berada di sekitar bantaran rel KA. Pada saat 



musim kemarau maka sampah ini akan beterbangan 

dan menimbulkan masalah. 

 

PEMBAHASAN 

 

Dalam pasal (20) UU Nomor 18 tahun 

2008, mengenai pengurangan sampah perlu 

mendapat perhatian karena  keberadaan sampah 

dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara 

baik dan benar akan menimbulkan gangguan dan 

dampak terhadap lingkungan. Salah satu solusi 

pengelolaan sampah, sebagaimana termaktub dalam 

UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah 

adalah penerapan sistem 3R atau reuse, 

reduce, dan recycle (3R). 
Reuse berarti menggunakan kembali 

sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi 

yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti 

mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan 

sampah. Recycle berarti mengolah kembali (daur 

ulang) sampah menjadi barang atau produk baru 

yang bermanfaat. 
Berdasarkan hasil karakteristik dan 

permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, 

maka dilihat dari akar permasalahan beberapa hal 

dapat disampaikan bahwa terkait dengan 

pengelolaan sampah. Terdapat 2 (dua) jenis masalah 

yang seharusnya diselesaikan dalam membiasakan 

masyarakat untuk mengatasi masalah samaph yang 

ada di sekitarnya. Satu terkait dengan ketiadaan 

tempat sampah sementara maka yang dapat 

dilakukan adalah mencari lokasi yang layak sebagai 

tempat pembuangan sampah, untuk itu telah 

dilakukan pemetaan lokasi tempat sampah. 

Green (2006), dalam Notoatmodjo, 

2008 mengembangkan bahwa faktor faktor yang 

mempengaruhi perilaku adalah sebagai berikut: 
a. Faktor prediposisi (Predisposing factor) 

Seperti kebiasaan masyarakat membuang 

sampah sembarang tempat, pengetahuan 

masyarakat tentang sampah dan 

pengaruhnya terhadap lingkungan. 
b. Faktor yang memudahkan (Enebling factor) 

Seperti ketersediaan fasilitas dan lain 

sebagainya. 
c. Faktor yang memperkuat (Reinforcing 

factor) Seperti sikap dan prilaku petugas 

kesehatan (Notoatmojo, 2008). 

 

Cara pembentukan perilaku 
1.   Pembentukan perilaku dengan kebiasaan yaituh 

dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku 

seperti yang di harapkan, akhirnya akan 

terbentuklah perilaku tersebut. 
2.   Pembentukan perilaku dengan pengertian yaituh 

pembentukan perilaku yang ditempuh dengan 

pengertian atau insight. Cara ini berdasarkan atas 

teori belajar kognitif, yaituh belajar dengan disertai 

adanya pengertian. 
3.   Pembentukan perilaku dengan menggunakan model 

yaitu pemimpin dijadikan model atau contoh oleh 

yang dipimpinnya. Cara ini didasarkan atas teori 

belajar sosial (social learning theory) (Suryani, 

2006). 
 Pembiasaan dilakukan baik secara lisan 

dengan istilah “ngelekke” (menegur), bagi siapa 

saja yang membuang sampah tidak pada tempatnya, 

kemudian selain dengan budaya ngelekke maka 

akan dibuat konsensus terkait pengelolaan sampah. 

Konsensus tersebut masih dalam taraf pembahasan 

dikarenakan tidak mudah untuk mengajak 

masyarakat hidup bersih dan sehat, ditengah 

sulitnya kehidupan ekonomi mereka. Untuk itu 

dibutuhkan kerjasama dengan tokoh masyarakat 

(ulama dan sesepuh) untuk mengajak masyarakat. 

Edukasi masyarakat dapat dilakukan dengan proses 

pembiasaan, serta penyediaan saran persampahan 

yang mencukupi. Selain itu salah satu solusi adalah 

dengan memberikan buku saku yang dapat 

dijadikan media informasi dalam pengelolaan 

sampah. 

Berikut gambaran solusi yang dilakukan 

dalam rangka pembiasaan dan pengelolan sampah 

di RW 7 dan RW 11 Kelurahan Kemijen adalah 

sebagai berikut 

 



 
 

Gambar 5. Model solusi yang dihasilkan 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil yang dicapai maka 

beberapa hal dilakukan terkait peningkatan kualitas 

lingkungan melalui pelatihan pembuatan kompos 

rumah tangga serta rencana pembuatan aturan 

wilayah (dengan skala RW), maka yang tidak kalah 

penting adalah mengubah perilaku masyarakat. 

Harapannya dengan adanya pelatihan dan aturan 

terkait pengelolaan lingkungan akan membuat 

masyarakat sadar akan pentingnya lingkungan yang 

sehat. Dengan lingkungan yang sehat akan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Selain masalah perilaku juga diketahui 

bahwa tingkat perekonomian masyarakat yang 

masih tergolong rendah baik dalam hal mata 

pencaharian (sebagian besar adalah buruh) menurut 

ketua RW, maka secara perekonomian dapat 

dikatakan sebagai masyarakat berpenghasilan 

rendah. Alih-alih memikirkan masalah sampah, 

sedangkan terkait kebutuhan primer saja hampir 

sebagian besar masih sulit dalam memenuhi 

kebutuhan primer mereka (hal ini disampaikan pada 

saat sosialisasi. Sehingga sangat tidak layak 

memikirkan penanganan lingkungan apabila 

masalah yang sangat mendasar belum terpenuhi. 

Hasil dari kegiatan ini didapatkan beberapa 

masukan untuk penanganan lingkungan yaitu 

membuat poster dan buku saku sebagai salah satu 

bentuk informasi kepada masyarakat, baik 

masyarakat secara umum, maupun pada anak-anak. 

Kemudian selain menyampaikan lewat media poster 

dan buku saku maka cara lain yang dilakukan 

adalah dengan menambah jumlah depo yang bisa 

ditempatkan disekitar kelurahan Kemijen dan 

dengan meningkatkan pemakaian keranjang 

Takakura, yang saat ini masih sebatas RT, akan 

ditingkatkan dengan menggunakan Pokdarwis 

sebagai bagian dari pemakaian keranjang Takakura. 

Saran 

 Perlu usaha yang terus menerus untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat terkait 

peningkatan kualitas lingkungan. Untuk itu yang 

perlu dipikirkan adalah mengajak semua pihak 

dalam hal ini pemerintah, swasta dan akademisi 

untuk ikut dalam memperbaiki kondisi masyarakat. 

 Peran tokoh masyarakat  dan tokoh agama 

dalam ikut mengkampanyekan kegiatan 

peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka 

penanggulangan banjir dan rob, mencari salah satu 

cara untuk mempercepat pemahaman masyarakat. 

Sehingga kegiatan peningkatan kualitas lingkungan 

tidak hanya disampaikan di forum-forum umum 

(karang taruna, PKK dan forum warga), namun juga 

bisa disampaikan melalui kegiatan keagamaan misal 

pengajian ataupun kebaktian.  
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